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Menanti Ujung Cerita Kisruh Rp 349 Triliun

Perbedaan data transaksi mencurigakan di Kemenkeu antara yang disampaikan Mahfud MD dan Sri Mulyani perlu
diikuti aksi bersih-bersih, baik berupa penindakan maupun pembenahan tata kelolanya.

aat rapat kerja dengan Ko-
Smile Koordinasi Nasional

Pencegahan dan Pembe-
rantasan Tindak Pidana Ten-
cucian Uang di DPR. Jakarta,
Tiabu (29/3/2023), anggota Ko-
misi 11T DPR Hinca Panjaitan
menyebut polemik nilai trans-
aksi mencurigakan Rp 349 tii-
liun di Kementerian Keuangan
ibarat petir yang menyam-
har-nyambar. Kisruh itu mem-
perlihatkan betapa pejabal pub-
lik dalam satu organisasi tidak
senada suaranya. Publik pun
dibuat kebingungan.

“Jangan sampai petir me-
nyambar menggelegar di siang
bolong, tetapi hujan tak turun.
Kita ingin di sini hujan itu tu-
run dan deras schingga ter-
bongkar ini semua,” ujar po-
litikus Partai Demokrat itu.

Apa yang diungkapkan Hinca
itu seolah merefleksikan harap-
an publik. Sebab, sejak transuksi
mencurigakan sebesar Rp 349
triliun di Kemenkeu itu diung-
kap vleh Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Ke-
amanan Mahfud M), publik di-
sajikan keterangan yang ber-
beda oleh pimpinan lembaga
pemerintahan alaupun negara.
Baik vang disampaikan Mahfud,
Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) Ivan Yustiavandana,
maupun Menteri Keuangan Sri
Mulvani Indrawati itu tak ada
vang scnada.

Paduhul, Mahfud dun Sri
Mulvani sama-sama tergabung
di dalam Komite Koordinasi
Nasional Pencegahan dan Pem-
berantasan Tindak Pidana Pen-
cucian Uang (TPPU).

Menanggapi hal itu, anggota
Komisi IT1 DPR dari Fraksi Par-
1ui Demokrasi Indonesi;
juangan  (PDM-1%)
Panjaitan dalam ac:
Ji The Forum bertajuk "Trans-
aksi Janggal Ttp 349 T: Dana
Siapa untuk Apa?” yvang disi-
arkan di Kompas Rabu
(29/3) malam, mengatakan, kis-
ruh perbedaan data transaksi
mencurigakan yang berkaitan
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dengan pegawai Kemenkeu be-
lum tuntas. Selama rapat kerja
Komisi

(ruker), anggola 111
:mmpu‘t,mv‘uk,m
data yang d

Menurut Trime:
ker dengan Komisi XI Dl T, Sri
Mulyan menyampaikan nomi-
nal transaksi  mencurigakan
vang melibatkan pegawa
menkeu sebesur Rp 3,3 triliun.
Namun, dua hari sctclahnya,
Mahfud menyampailkan jumlah
lebih besar, Kp 36,5 triliun.

"Mengapa datanya berbeda?
Kepala PPATK menyebut ada
temuan  pegawai  Kemenkeu
terkait dengan lebih dari satu
perusahuan.  Perusahaan  itu
perusahaan cangkang yang ke-
pemilikannya  menggunakan
narma istri, sopir, hingga tukang
kebun,” katanya,

Dalum acara yang dipandu
Wakil Pemimpin Unum Harian
Rompas  Budiman  Tanuredjo
itu, Trimedya juga mengatukan
ada indikasi bahwa data yang
disampaikan ke Sri Mulyani itu
ada \mll;., leumbum-'ik.m aleh
ba ya. Sri \Iulvml tidak
mendapatkan luporan utuh dari
Jajarannya. Jajaran Kemenkeu
terindikasi hanya menyerahkan
sebaglan laporun hasil analisis
(L[] A) PPATK dan melaporkan

.s\mn lainnya

terhadap LHA ml dstntnp se-
hingga menyebabkan kekeliru-
an pemahaman,

"Yang menarik, Pak Mahfud
menyalakan datanya yang be-
nar  karcna langsung  dari
PTATK. Makanya, rapat akan
dilanjutkan dengan memanggzil
Menkew,” uja

Menyikapi transaksi mencu-
rigakan di Kemenkeu itu. Wakil
Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) 2007-2011 Mo-
chammad Jasin yang turut ha-
dir dalam acara bincang-bin-
cang 1tu mengaku ldak laget
Schab, pada 2008, KPK pernah
melakukan inspeksi mendadak
di kantor Bea dan Cukai Tan-
jung Priok, Jakarta, Hasilnya,
selama tiga jum sidak. penyidik
menemukan vang suap senilai
Rp 500 juta. Kala itu, jumlah
usng suap di Bea dun Cukai
Jakarta diperkirakan mencapai
Rp 47 miliar per bulan. Jika
kemudian data Rp 349 triliun
vang disampaikan PPATK ada-
lah akumulasi sejuk 20089 hing-
ga 2023, dia menilainya wajar,

"Kami periksa di meja-meja
ternyata ada amplop-amplop
dari importir melalui ckspedisi,
Mulai dari frontiiner sudah me-
lakukan itu. Tidak heran ada
indikasi TPPU schesar itu di
Kemenkeu,” katanya.

Jasin menyebut, setelah pe-
nindakan itu, KPK sudah me-
laporkan kepada Menkeu Sri
Mulyani. KPK mengimbau ke-

pada Kemenkeu untuk mela-
kuh\n pembenahan tata kelola,
khususnya di Bea dan Cukai,

Namun, melihat fenomena
wang terjadi hari ini, Jasin me-
wakini pembenahan yang dila-
kukan belum menyentuh inti
persoalan. Pembenahan lebih
seperti aksi memadamkan api
sehingga ketika pengawasan le-
mal, hisa kumat lagi, "Sckarang
semukin pintar dan canggih ca-
ra memerasnya,” ujarnya.

Pengamat politik Philips Ver-
monle, narasumber lain dalam
acara itu, menyebut, duduk per-
kara transaksi janggal Rp 349
triliun harus diletakkan bahwa
itu  adala k:
vang diali )
gal. Publik harus memahami
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Menteri Keordinator Biduny Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengikuli rapal dengan Komisi IIT DPR terkail transaksi

mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Kevangan, Rabu (29,

itu turut dihadiri Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transalsi Keuangan Tvan Yustizvandana,

hahwa itu bukanlah uang Ke-
menkeu. Uang itu dialihkan
oleh orang yang tidak bertang-
gung juwab dengun carn me-
meras, kemudian disamarkan
t:u\ny.],
Apa yang disampaikan Pak
Jasin tadi sudah 15 tahun lalu.
Ini menyedihkan karena ca-
ra-cara Kita menangani korupsi
tidak berubah. Apalagi, scka-
rung modus-medus korupsiny:
semakin canggih,” tturnya
Oleh sebab itu, menurut Phi-
lips. temuan ini harus disikapt
schagai  momentum  untuk
pemberantasan kejahatan  di
sektor  keuangan,  Paradigma
pemberantasannya harus dila-
kukan secara komprehensil dan
menyeluruh. Tak hanya pada

aktor penyelenggara  negara,
tetapi juga korporasi, Sebab, ha-
sil kajian Indonesia Corruption
Watch (ICW) pernih menyebut
dana ilegal dari kejahatan ba-
nyak yang mengalir untuk pen-
danaan pemilu. Patut diduga,
dana itu juga mengalir ke po-
litikus.

Momentum bersih-bersih
Sekretaris Transparency In-
ternational Indor Anang
Widoyoko  dalam hin-
cang-bincang itu pun menyam-
paikan agar perbedaan data an-
tara PPATK dan Menkeu bis:
dibuka secara terang bend
kepada publik. Publik berhak
mengetahui  duduk  perkara
transaksi mencurigakan senilai

acars

a

Rp 349 triliun tersebut. Ke ma-
na wjungnya transaksi mencu-
rigakan itu? Jika ada kesulitan
menindaklanjutinya, di mana
letak kendalanya? [tu semua
harus terjelaskan dalam rapat
lanjutan di DPR.

"Untuk mencegah dan me-
nindak tindak pidana pencu-
cian wang memang menjadi
penting untuk menghadirkan
Undang-Undang  Perampasun
Aset ke depan,” tegasnya.

Jasin pun berharap kasus ini
Jadi momentum bersih-bersih.
Presiden Joko Widoda harus
membenahi aspek pencegahan
dengan restrukturisasi di Ke-
menkew. Orang-orang vang ter-
bukti terlibut dalum tindak pi-
dana harus disingkirkan. Sete-

023). Rapat yang berlangsung di Gedung DPR. Jakarta,

lah itu, penegakan hukum juga
harus berjalan. Harus ada tin-
dak lanjut dari ramai-ramai isu
Rp 349 triliun ini.
va berjanji DPR akan
mengawal data yang disampai-
kan Komite Pencegahun dan
Pemberantasan TPPU sekaligus
membongkar masalah itu. Jika
dugaan itu terbukti. Kemenkeu
harus memperbaiki tata kelo-
lanya. Baik Polri. Kejuksaan
Agung, maupun KPK harus me-
nindaklanjuti temuan itu,
Kiranya, harapan publik pun
sama, M:,nf']m,mh\n pengusut-
an ra tuntas sebagai akhir
ce [.:1 kisruh Ep 349 triliun ini,
di tengah tren korupsi yang
muasih merajalels.
(DIAN DEWT PURNAMASART)




